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INSmUKSI- PRBSTDENs REPIBLIIC INBOHBS.IA
■: ; : NCMOR . 1-,.- TAHUN 1977 " ■ ,

,  • . ■ TMTANG " ' ;
•  BANTU.W PSpANGUKM 'DSSA ' '

■  PBESXD^N; REPUBL-IK IKDOMESIA,. ' . ■,
'Menimbang s ,a. balsfea Bantuan- Peiabsngunan fleaa .s.ebagaimana danauya

<  telab disedialcan dalam" A^ggaran. Peildapataii . rdan Be-
lanja .Negara Talmri Anggaran 19 77/19 78-merupakan sa-
lah satu saraiia yang dapat dipergunakan dalam rang-
ka. pembinaan dan p'emanfastan usaha swadaya gotong
royong masyarakat Indonesia bagi pelaksanaaii ^pro-

-  _ gram pembangunan desa J ' " \

^  babwa-sebubungan dengan^itu dipandang perlu 7 untuk
mengeluarkan Instruksi Presiden yang memuat ketentu •
3:n-ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan

< Penibangiinan. Desa '

Mengingat ; ilo Pasal 4 ayat (1) Lndang'»-Undang Dasar 1945 | - -
2, Undang-Undang Nomor 5 Tahtrn B74 Tentang Pokok-pdkok

- Pemerintahan Di Daerah. (Leiabaran Negara-Tabun 1974
■  . , _ . Nomdr. 38 ^ Tambaban LeEibarap Negara Nomox. 3.037)' ; "

. :3. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 19-76 Tentang- Pengesahan
Penyatuan Tiiiior Tisi-ur kedalaia Negara' JCesatuan Re-

,  publik. Indonesia dan pembent'; lean Propinsi" D.a©rab
•  • ' Tingkat I , Timor . Timur ■'( Lei&baran Negara Tabun . 1976

,  '■ Nomor. 35 ^-Tambalian^ieBobaran .Negara" Nomor. 3084) " -i '
■ 4." Und^-g-Undang " Nomor 1 Tabun 1977 Tentang ■ . ; Anggaran^

_  - . . . . l^endapat-an'da'n "Belaiij a'Negara Tabun-Anggaran 1977/
-  , 3^ ' .197-8 (Lembaran Negara Tabun 197.7 Noiaor.. 10^ Tambahap

_  ' LeiJibaran" Negara .Nomor. 3097) " j; . '

Peraturan" pemerintab Mmm$ .M Tabun 1976 Tentang Pe-
Jneri-nt3p&an.. Pro-pinsi" Daerah Tingkat I_Tnnor, Timur dan
Kabupaten-Kabupa-Cen Daerah Tingkat "II di Timor Timur
Clembaran Negara Tabun 1976 Nompf 39^ Tambahan Lem-'
baran .Nomor SOS'S) ; , - - 1

■5,

A, Keputusanr
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6. Keputusan. Pjesiden Nomor 9 TaBun 1973 Tentang!
PeffiBuBaxan KaExnet PemEaagunaii 1. dan Peiabenr^
tukan -KeBiiiet Pe3nBaii^n.ari n j . i •

.  7, : Kep-!itus;an Presiden Nasox 11 Talmn'^1974" Tentang
Rene ana Perabangunan Lima TaBiiii Kedna (REPELITA
III Tafiuri 19 74/75 - 1978/79 ; - - , L

■  8, Ksputusan Presiden Nomor 44 TaRun 1-974
Po!fcol:''poix!SL Organlaasri Departemen / .■ i

9. Keputiis-an Presiden, Nomor 45 Tabun 1974 Tentang
Susunan Organisasi Departemeri ; i,

10. Keput-usan Presiden Nomor 12 TaKun 1977 Tentang
. Pelalcsanaan Anggaran- Pendapatan dan EelanJa.Ne*^

gara ■; . ■ • - ;^ "s

Kepada i

-  . . - . ■ BENGINS'mJKSjK/uN ? , ' ' " '
1. Benferi Dalam Negeri ; ' ■ . ■ '
2. -Kenteri Ke'tiangan j ^ ■
3. Mente.ri Negara ERonomi, Kenangan dan Industri/j

Ketua Badan Pereiicanaan. PemBangunan Nasional. i

^©nggiinatan Retentiian"^RB.teiitT3an dalam Instrules i '
P^-esiden ini s-ebagai pedoman pelaksanaan Bantuan;
PemBangunan Desa Taimn, 1977/1978 seBagai BeriRut :j -

■  ■ Pa-sal' - 1 ■ -/ ' ' . ,7

fang dimaRsud dalam Ihs'truRs.i Presiden ini dengan:
a. Desa^ ialab. Desa dan MasyaraRat 'hnRiiTO )'~ang se^

tingRat dengan nama'asli lainnya dalam penger^
tian territorial administratif langsung diBawah.
Pecamatan ; ^ ~ ' ■

B. Bantuan 0 . • ft e e » •
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T  > . b." Bantuan Pembangunan Desa^ selaiij.utnya dise-
■  - but,Bantuanj, ialah bantuan yang disediakan

-  ' dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 1977/19,78 yang pada dasarnya

di-beriksn- langsung kepada Desa untuk men—

dorong dan nienggerakkan usaha»usaha sw.adaya

gotong foyong inasyarakat €alam membangun 'de -
^  ■ sanya»• ' ■ , ^

,  . ^ , Pas.al 2 J

(1) B antuan terdiri atas i
•  " /

- ;a, Bantuan yang diberikan kepada setiap

.  ' • desa inasing"Biasing sebesar Rp:4350,.000 g-

-  " - (tiga ratus lima puluh ribu xupiah) ;

b. Bantuan Keserasian untuk menjamin ke-

serasian pembangunan desa yang didasar

,  kan kepada usaha^usaha, inasyarakat yang

mencerminkan besarnya potensi svradaya

gotong royong desa' |

c. Bantuan Khusus bagl p.emenang IsOmba De

sa' j . . • ■ ■

(2) Penentuan jumlah Bantuan tersebut pada

. ayat (X) .termasuk besarnya alokasi Ban

tuan Keserasian dan Bantu^ Khusus bagi

tiap-tiap Propinsi Daerah Tingkat I . di«- .

atur lebi'h-la.niut secara bers ama o.leh

Menteri' Dalam' Negerij Menterl Keuangafi ■

. dan Men'teri Negara' Ekqnomi i,. Keuangan. dan

.  , Indus^^tri/dCotua B.adan Perencanaan Pembailgu

nan Nas.ional» . ' ^ ,

* Pas'al .3

.  '(1). Bantuan digunakan. untuk pengadaan . bahan-

bahan p'embanguhan yang su'kar. didapat dan

■afau tidak. .tersedia di' Desa dalam Usaha-

usahEs 8
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,  , ixsata p^Baiigunan prasarana desa rang jneli- I

'■ ' -P^i : ■ ■ ^ , . -h'
:a, prasarana prpduJ^i desa ; ^ i

,, . b... prasarana' pexbubungan desa ; ' . |
c, prasarana bejnasaran desa dan , i
d. prasarana sosial desa. - ■ ^ |

_  Usaba-nsaba p.embangunan prasarana desa di- '
jnafcsud dalaaa^ayat, Cl) adalab, berbentuk groye|k..

■  Pasal ' - ' I
Benteri D'alain Npgeri bertanggungj awab atas-p'embik
naan dan penyelenggaraan Bantuan dalam rangka pep
laksanaan program pembang-anan. desa dan dalam bu r
bungannya dengan program regional. , " ,- ^

"  ' Pasal 5 ■ - ■ ' • !

''Q) Menteri Keuangan bertanggungj awab at as penyej-
diaan dana Bantuan. , j

.C21: Penyaluran Bantu^ dimaksud ayat Q-l pasal ini
dilakukan dleb ICPN Jakarta I kepada Kantor Be-

- sar Bank Rakyat Indonesia dan Kbusus untuk Pro-
pinsi Daerab Tingkat I Irian Jaya kepada Kantor

. Pusat Bank Ekspbr Irapci ,Indon®sia. |

^  fi . . - ' ■ . . . • ' ' k
"  - ~ Pasal 6 " . ■ i

^enteri Negara Ekoiiomi, Keuangan dan Industri/Ke4
tua Badan^Perencanaan Pembangunan Nasional 'ber4
"^nnggungj awab atas pengarahan dan keserasian pe-i
rencanaanperabangunan desa dalam rangka pembangun- '
an Nasional. ' " t ■ !

Pasal 7''

I  "■
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Fasal . 7
-  Penyediaan Bantuan,dalam Anggaran Pendapatah dan
^Belanja Negara tidak uien'gurangi : .

a.- Kewaiiban Pemerintah Da-erah dan Desa untuk me-
nvediakan 'dana dalam rangka pejnbangunan desa ;

b. Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka ■
-  menggali dana, dari sumber-suinber lain dalam

rangka pembangunan desa ■ ; '

c.-bsaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat
dfesa yang lain,

■  Pasal " ' 8 -

Ketentuan-ketentuan tatacara penggunaan," pertang-
gungjavaban dan lial-hal -lainnya yang bertalian de-
ngan Pemberian Bantuan yang balum diatur dalam

'  Instruksi.Presiden ini diatur lebihlanjut secara
bersama. oleb Menteri Dalam Negeri,, Menteji Keuang-
an, dan-Menteri-.Negara Eiconorai, Keuangan dan Indus-
trx/Ketua Badan-Perencanaan Pembangunan Nasional
dengan raemperhatikan ketentuan-kdtentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, .

'  Pasal 9



Pasal 9 . r . -
\

Instruksi Presiden.ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, . / \ -

Ditetapkan di Jakarta .

pada tanggal 1 April 1977.'-
>  ' '

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t, t, d,

S 0 E H A R,T 0 '

Disalin sesuai asllnya oleh

SEKRETARIAT KABINET RI


